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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Pernikahan 

1. Pengertian Nikah dan Dasar Hukum Nikah 

a. Pengertian Nikah 

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah 

atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari 

orang Arab dan banyaj terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Al-

Nikah mempunyai arti Al-Wath’i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam’u 

atau ibarat ‘an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, 

berkumpul, jima’ dan akad.37  

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti 

yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian 

yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti 

kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin38. 

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau 

definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh 

Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian 

perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian 

disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk 

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci 

disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. 

Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan 

nikah menurut syara’ ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai 

laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. 

Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah “suatu 

ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perenpuan 

                                                                 

37
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 

2011), h. 4 
38 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia., 

(Bandung:Alumni, 1982), h. 3 
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untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan 

syariat Islam39. 

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa” 

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah 

akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban 

serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan 

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami 

isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing 

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materil”40.  

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang 

antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, 

kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. 

Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan 

yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan  bukan  

saja  mempunyai  unsur  lahir/jasmani  tetapi  unsur  bathin  juga 

mempunyai peranan yang sangat penting41.  

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah 

suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin 

antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua 

                                                                 

39 Abd. Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180 
40 Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, 

(Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4 
41 Ibid. 
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belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput 

rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh 

Allah SWT42. 

Pengertian perkawinan menurut islam yang di kutip M. Idris 

Ramulyo mengatakan bahwa : “ perkawinan menurut islam ialah suatu 

perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk 

keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman 

tentram dan kekah43.” 

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut 

istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hokum kebolehan 

hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang 

semakna dengannya44.  

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut : 

1) Ulama Syafi’iyah, berpendapat : 

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam 

arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan 

lawan jenis. 

2) Ulama Hanafiyah, berpendapat : 

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan 

dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang 

menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat 

ini sebalinya dari pendapat ulama ulama syafi’iyah45. 

3) Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, 

berpendapat : bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut 

yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam 

                                                                 

42 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986), h. 8 

43 Abdul Thalib, Hukum Keluarga Dan Perikatan, (Pekanbaru, 2007), h.11 
44 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath Al-Wahab (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t), h. 30 
45 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), 

h. 36-37 
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kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung 

dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh46. 

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad 

yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki 

dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk 

rumah tangga47. Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian 

perkawinan, sebagai berikut, yakni : 

1) Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo 

mengemukakan : arti perkawinan adalah hubungan suatu hokum 

antara seorangpria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan 

kekal yang diakui oleh negara. 

2) Subekti, mengemukakan : arti perkawinan adalah pertalian yang sah 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu 

yang lama. 

3) Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : arti perkawinan adalah 

suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 

yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan 

tersebut baik agama maupun aturan hokum48. 

4) Hilman Hadikusuma, mengemukakan, : “Menurut hukum adat pada 

umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 

perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus 

merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan 

menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, 

samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi 

perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan 

                                                                 

46 Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, Problematika Hukum Islam Kontemporer 

Buku Pertama (Jakarta : LSIK, 1994), h. 53 
47 Ibid., h. 54 
48 Eoh. O.S , Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, cet.II, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 27.28 
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berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan 

baik sesuai dengan ajaran agama masimg-masing49.” 

5) HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut 

hukum Islam sebagai berikut : “Pernikahan atau perkawinan adalah 

suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan 

untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan 

hukum syariat Islam”50. 

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan 

pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam 

suatu perkawinan ada 3 ( tiga ) unsur pokok yang terkandung 

didalamnya yaitu sebagai berikut : 

1) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 

seorang wanita. 

2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal. 

3) Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. 

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No, 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena 

dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua 

belah pihak dan pihak lain dalam masyrakat. Sedangkan ikatan 

batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan 

                                                                 

49 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum 
AdatHukum Agama, (Bandung, CV Mandar Maju, 1990), h. 8-10 

50 Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-undang Perkawinan 

di Indonesia, (Bandung, Bina Cipta, 1976), h. 1 
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bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah 

pihak saja. 

2) Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu 

masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan 

seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai 

karunia Tuhan, bukan bentukan manusia. 

3) Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari 

adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai 

suami isteri. 

4) Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul 

dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi 

suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan. 

5) Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat 

terkecil, yang terdiri dari suami, ister dan anak anak. Membentuk 

rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri 

dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. 

6) Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri 

dan anak-anak dalam rumah tangga. 

7) Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak 

boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak 

suami isteri. 

8) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya 

perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para 

pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai 

mahluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan 

dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang 

dturukan kepada manusia51. 

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati 

                                                                 

51 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 
1990), h. 74-75 
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perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawadahdan warohmah. Atas dasar pengertian-

pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan 

menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pengertian 

yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa 

perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang 

pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu 

bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia 

sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga 

b. Dasar Hukum Nikah 

Dasar pensyariatan nikah adalah  Al-Qur’an,  Al-Sunnah  dan  

Ijma.  Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan 

perkawinan mubah (boleh)52. Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad 

yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta 

tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

dalam pertalian suami isteri53. 

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-

Qur’an surat an-Nur ayat 32: 

 Kْ ُM Pدِ َ R Sِ Tْ Uِ TَV Wِ ِ XP َّZXا Kْ وَ ُ] ْ^ Uِ ٰ̀ UَP َ a َ bْا اc Wُ ِ] ْd َ أ وَ

 ٌg hِا ُ  وَ اللهَّ kِ ۗ وَ ِ l mْ َn Tْ Uِ ُ Kُ اللهَّ ِo ِ ^ pُْ a َاء rَ َ s ُ n اcُ dc ُ] َ a ْن ِ ۚ إ  Kْ ُ] ِ wP Uَ ِ إ وَ

 ٌKV ِ l Sَ 

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara 

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka 

miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan 

karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha 

Mengetahui.” 54 

 

                                                                 

52 Mardani, Op. Cit.. h. 11 
53 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer 

Buku Ptertama, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53 
54 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 494 
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Dalam Al-Qur’an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk 

sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi 

Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra’d ayat 

38, yang artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa 

Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri 

dan keturunan-keturunan..55.” 

Selain diatur di dalam Al-Qur’an, terdapat juga beberapa hadis 

Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang 

diriwayatkan oleh Jama’ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu “...dan 

aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap 

sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”. Hadis lainnya seperti 

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn 

Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup 

diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah 

itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga 

kehormatan”56. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang 

untu menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat 

mencapainya melalui berkeluarga yang baik.  

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang 

dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan 

fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu 

hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu 

wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah 

itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan 

mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan 

adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan 

hadis yang berkenaan dengan masalah ini57. 

Terlepas dari pendapat imam-imanm mazhab, berdasarkan nash-

nash, baik Al-Qur’an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan 
                                                                 

55 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 14 
56 Ibid, h. 15 
57 Ibid, h. 16 
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kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. 

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang 

melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan 

hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah58. 

1) Melakukan Pernikahan yang hukumnya wajib. 

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan utuk 

menikah dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan 

zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan 

bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran 

hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat 

yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut 

merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga 

diri dari perbuatan maksiat. 

2) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Sunnat. 

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak 

dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan 

perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. 

3) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Haram. 

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai 

kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan 

perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum 

melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk 

juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan 

maksud untuk menelantarkan orang lain, misalnya wanita yang 

dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah 

dengan orang lain. 

4) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Makruh. 

                                                                 

58 Ibid, h. 18 
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Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri 

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina 

sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tida mempunyai 

keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri 

dengan baik. 

5) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Mubah. 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, 

tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina 

dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. 

Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi 

kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya 

dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan 

bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk 

menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang 

akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi 

belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk 

melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat. 

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad 

yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang 

sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal 

dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.  

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan 

sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal 

perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama 

dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka 

pergaaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. 

2. Rukun dan Syarat Nikah 

a. Rukun Nikah 
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Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 

yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi 

hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh 

tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidaka ada 

atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa 

rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan 

bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah 

sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. 

Adapun yang manjadi rukun dalam suatu pernikahan atau 

perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing 

rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari 

rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut59:  

1) Calon suami, syarat-syaratnya: 

a) Beragama Islam 

b) Laki-laki 

c) Jelas orangnya 

d) Dapat memberikan persetujuan 

e) Tidak terdapat halangan perkawinan 

2) Calon isteri, syarat-syaratnya: 

a) Beragama Islam 

b) Perempuan 

c) Jelas orangnya 

d) Dapat dimintai persetujuan 

e) Tidak terdapat halangan perkawinan 

3) Wali nikah, syarat-syaratnya: 

a) Laki-laki 

b) Dewasa 

c) Mempunyai hak perwalian 

d) Tidak terdapat halangan perwalian 
                                                                 

59 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 
Cetakan 3, 2006), h. 62 
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4) Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

a) Minimal dua orang laki-laki 

b) Hadir dalam ijab qabul 

c) Dapat mengerti maksud akad 

d) Islam 

e) Dewasa 

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai 

c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua 

kata tersebut 

d) Antara ijab dan qabul bersambungan 

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram 

haji atau umrah 

g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang 

yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai 

wanita dan dua orang saksi. 

Mengenai rukun nikah tersebut terdapat perbedaan pendapat 

diantara para ulama. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang 

terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, 

wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad nikah, 

dan mahar atau mas kawin. 

Namun Imam Hanafi melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang 

berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, 

oleh karena itu yang menjadi rukun nikah oleh golongan ini hanyalah 

akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan 

pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar 

dikelompokkan kepada syarat pernikahan. Sementara menurut Imam 

Syafi’i yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan 

yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala 
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unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan demikian rukun 

nikah disini adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu 

pernikahan60. Imam Syafi’i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima 

macam, yaitu calon pengantin laki,laki, calon pengantin perempuan, 

wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah61. 

Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, 

yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin 

laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighat akad nikah62. 

Sudarsono menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari63:  

1) Sighat (akad) ijab-qabul. 

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul. 

Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon 

pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakikat ijab adalah 

suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk 

mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. 

Qabul adalah pernyataan penerimaan calon pengantin laki-laki atau 

ijab pengantin perempuan. Ijab qabul merupakan kesatuan tak 

terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah. 

2) Wali. 

Wali yaitu pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin 

berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali 

nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Para 

ulama mazhab berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali 

dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa, 

dimana ulama Syafi’i, ulama Maliki dan ulama Hambali 

mengatakan bahwa wali penting dan menjadi sahnya pernikahan, 

sedangkan ulama Hanafi mengatakan bahwa wali tidak penting dan 

tidak menjadi unsur sahnya perkawinan. 
                                                                 

60 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2009), h. 59 

61 Abdul Rahman Ghozali, Op. Cit.,  h. 48 
62 Ibid. 
63 Sudarsono, Op.Cit.. h. 48 
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Menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun 

syarat-syarat menjadi wali adalah sebagai berikut: a) Islam; b) 

Baligh; c) Berakal; d) Merdeka; e) Laki-laki; f) Adil; g) Tidak 

sedang ihram/umrah. 

Menurut hukum perkawinan Islam, wali terdiri dari tiga, yaitu: 

a) Wali mujbir, yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa 

anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-

batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang 

mempunyai garis keturunan keatas dengan perempuan yang 

akan menikah. 

b) Wali nasab, yaitu wali nikah yang memiliki hubungan keluarga 

dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab terdiri dari 

saudara laki-laki sekandung, sebapak, paman beserta 

keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki). 

c) Wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk dengan kesepakatan 

kedua belah pihak (calon suami isteri). Wali hakim ini harus 

mempunyai pengetahuan sama Qadli. Pengertian wali hakim 

ini termasuk Qadli di Pengadilan. 

3)  Dua orang saksi. 

Ketentuan saksi dalam pernikahan harus dua orang. Untuk 

menjadi saksi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: a) Baligh; b) 

Berakal;c) Merdeka; d) Laki-laki; e) Islam; f) Adil; g) Mendengar 

dan melihat (tidak bisu); h) Mengerti maksud ijab qabul; i) Kuat 

ingatannya; j) Berakhlak baik; k) Tidak sedang menjadi wali. 

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara 

tentang rukun nikah. Undang-undang Perkawinan hanya 

membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat 

tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun 

nikah. Sedangkana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara 

jelas membicarakan rukun nikah sebagai mana yang terdapat dalam 

Pasal 14 yang isinya adalah: “Untuk melaksanakan perkawinan 
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harus ada: a) Calon suami; b) Calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua 

orang saksi dan; e) Ijab dan kabul”. 

Keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi’i dengan 

tidak memasukkan mahar dalam rukun. Menurut hukum Islam 

perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria 

calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si 

wanita dengan jelas berupa ijab dan terima oleh si calon suami atau 

qabul dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi 

syarat. Apabila tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena 

bertentangan dengan Hadis Nabi Muhmmad SAW yang 

diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, “Tidak sah nikah kecuali 

dengan wali dan dua saksi yang adil”.64 

b. Syarat-syarat Nikah. 

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu 

sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami 

isteri. Adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 

6 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai. 

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 

tua. 

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 

izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. 

                                                                 

64 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam..(Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980), 
h. 80 
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4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas 

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan 

dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam aya (2), (3), dan (4) pasal ini. 

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Selanjutnya pada pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat 

persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon 

mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas 

minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 

(sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam 

belas) tahun. Dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, 

dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau 

pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 

pihak wanita. 

Undang-undang Perkawinan hanya melihat persyaratan 

perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan 

batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua 

calon mempelai tersebut. Namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu 

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
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masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dari 

perumusan tersebut, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi pencatatan bukan 

syarat yang menentukan sahnya perkawinan”.65 

3. Asas-asas Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, 

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu 

dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. 

b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 

sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya 

kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan 

suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 

c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila 

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari 

yang bersangkutan mengizinkanny, seorang suami dapat beristeri lebih 

dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih 

dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai 

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. 

d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus 

telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 

                                                                 

65 Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: 
Bina Aksara, 1987), h. 20 
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dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu 

harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih 

dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan 

dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang 

lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju 

kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang 

lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini 

menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita 

ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun 

bagi wanita. 

e. Karena tujuan perkwinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip 

untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan 

perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan 

didepan sidang Pengadilan. 

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Untuk 

menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-

undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada 

adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu hal undang-undang ini 

tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada. 

Dalam paparan lain, kita dapat mengetahui beberapa asas 

perkawinan. Asas – Asas Perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan 

ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang 

Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada asasnya dalam suatu 

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang 
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wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang 

bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri 

dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain66. 

Prinsip monogami ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) 

Undangundang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “ Pada asasnya 

dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang 

isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. ”Begitu 

pula berdasarkan ketentuan dalam ayat 3 Surat An-Nissa’, maka hukum 

Islam yang membolehkan poligami, ternyata menganut asas monogami. 

Hal ini dapat dilihat dalam kalimat terakhir dari ayat 3 Surat An-Nisaa’ 

tersebut, yang menyatakan : “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 

berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya”.  Dari ayat ini jelas, bahwa Allah SWT 

menganjurkan kita untuk beristri hanya seorang saja, karena apabila 

beristri lebih dari seorang dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil.67 

Sementara itu perkawinan poligami diperbolehkan dalam hal-hal 

tertentu sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hokum 

dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian 

perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan 

apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh 

pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan 

bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan.” 

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan terdapat asas-asas lainnya yaitu: 

a. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), 

yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri. 
                                                                 

66 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, 
(Sinar Grafika, Jakarta, 2006), h. 185 

67 Ibid., h. 186 
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b. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah. 

c. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan 

undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974). 

d. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri. 

e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari 

perkawinan tersebut. 

f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri 

tersebut.68 

4. Tujuan Pernikahan 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan 

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Membentuk keluarga (rumah tangga) 

1) Keluarga 

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu 

kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya 

didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, 

ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga 

sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan 

keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna. 

2) Rumah tangga 

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah 

keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk 

keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu 

rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang 

mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur 

atau rumah sendiri). 

 

                                                                 

68 http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2019/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-
dan.html, diakses pada tanggal 12 September 2016 
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b. Yang bahagia 

Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana bahagia 

merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya 

kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar 

’’ikatan lahir batin’’ yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) 

antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. 

c. Dan kekal 

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya 

untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai 

waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu 

bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi 

perceraian dan hanya kematian yang memisahkan. 

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah 

dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus 

dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan 

yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.  

Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakan dasar 

fundamentaldari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber 

dan berdasar atas Pancasila dan UUD1945. Falsafah Pancasila telah 

memandang bahwa manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus 

dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya69. 

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 

menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.  

Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan 

perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

                                                                 

69 Trusto Subekti, Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan, (Fak Hukum 
Unsoed Purwokerto),2005,  h. 24 
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mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih 

sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 

mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah70. 

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut: 

1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat 

tabiat kemanusiaan; 

2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih; 

3) Memperoleh keturunan yang sah. 

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah 

perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut: 

1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan 

serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 

2) Memenuhi tututan naluriah hidup kemanusiaan. 

3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 

4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama 

dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. 

5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan 

yang halal, dan memperbesar tanggung jawab71 

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum 

tentunya memiliki tujuan. Berangkat dari konsep “mengambil manfaat dan 

menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak, meskipun 

bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia” bahwa tujuan dari 

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan spiritual72. Perkawinan juga bertujuan untuk 

memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki 

dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai 

                                                                 

70 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang, (Liberty Yogyakarta, 1982), h. 
12 

71 Ibid. 
72 Lili Rasjidi, Op.Cit., h.. 105 
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ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan menciptakan rasa tentram dan 

saling kasih sayang diantara suami dan isteri serta dari sunnah Rasul yang 

menyatakan, nikah adalah sebagian dari sunnahku (Hadis)73. 

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan 

hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untu membentuk 

keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan 

hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan 

dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga 

dan masyarakat74. 

Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak 

mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang 

mungkin berbeda satu sama lain. Namun mencapai tujuan perkawinan 

dapat membuat sebuah perkawinan lebih bahagia75. Pendapat-pendapat 

para ahli di atas mengenai tujuan perkawinan secara keseluruhan sesuai 

dengan isyarat al-Qur’an dalam membicarakan sebuah perkawinan. Pada 

dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan di atas bermuara pada satu tujuan 

untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri 

sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, al-Qur’an menyebutnya 

dengan konsep sakinah, mawadah, wa rahmah, sebagaimana disebutkan 

dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi : 

 

 

 

 

 

Term sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam al-Qur’an lebih 

menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan “keluarga ideal”, sebagai 

bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan al-

                                                                 

73 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, Cetakan 1, 2019), h. 68 

74 Mardani, Op. Cit., h. 11 
75 Bimo Walgito, Op. Cit., h. 14 
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Qur’an. Untuk meraih keluarga yang ideal harus dimulai dari sebuah 

perkawinan yang ideal pula yakni apabila tujuan dari perkawinan tersebut 

telah tercapai yaitu sakinah, mawadah, warahmah.76 

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat 

Islam, diantaranya adalah77: 

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan 

generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat An-Nisa 

ayat (1) yang artinya: “Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada 

Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya 

Allah menjadikan isteri-isteri, dan dari keduanya Allah menjadikan 

anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. Keinginan 

untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat 

manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan 

Allah. 

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup 

dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-

Rum ayat (21), yang artinya:  “Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan 

diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang 

berpikir”.   

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsunga hidup umat 

manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam 

mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami isteri itu tidak 

mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan. Perkawinan 

mempunyai maksud untuk terciptanya suatu keluarga yang kekal, bahagia 

serta sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Tujuan perkawinan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
                                                                 

76
 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandigan Fiqh 

dan Hukum Positif, (Yogyakarta : Teras,2011), hlm. 39. 
77 Amir Syarifuddin, Op. Cit., h. 46 
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adalah, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa,  sedangkan  tujuan  perkawinan  berdasarkan  

Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam adalah  untuk  mewujudkan  kehidupan  

rumah  tanga  yang  sakinah,  nawadah  dan rahmah78. 

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus 

menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam 

rumah tangga. “Suatu hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam hukum Islam merupakan 

hal yang penting, yaitu suami istri wajib saling  menjaga  kehormatan  diri,  

keluarga/rumah  tangga  dan  menyimpan  rahasia rumah tangga”.  

5. Hikmah Pernikahan 

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecendrungan 

seks (libido seksual)79. Sebagai konsekuensinya Tuhan juga telah 

menyediakan wadah atau wahana yang legal demi terselenggaranya 

penyaluran dari kebutuhan dasar tersebut yaitu lembaga perkawinan. 

Menurut Islam, seks adalah sesuatu yang sakral maka haruslah dilakukan 

melalui jalan yang terhormat dan sah sesuai dengan kedudukan manusia 

itu sendiri sebagai ciptaan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk 

yang lain80. 

Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak 

kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan. 

Hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi 

mata dari melihat kepada hal-hal yang tida diizinkan syara’ dan menjaga 

kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana 

yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih 

yang berasal dari Abdullah Ibn Mas’ud yaitu “Wahai para pemuda, siapa 

diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, 

karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan 
                                                                 

78 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Madju, 1990), 
h.116 

79 Marzuki Umar Sa’bah, Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat 
Islam, (Yokyakarta: UII Press, 2001), h. 1 

80 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Balai Pustaka, 2000), h. 15 
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lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum 

mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang 

syahwat”81. 

Sementara Mardani menyebutkan bahwa hikmah melakukan 

perkawinan itu adalah sebagai berikut: 

a) Menghindari terjadinya perzinahan; 

b) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan 

yang diharamkan; 

c) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh 

perzinahan seperti aids; 

d) Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta 

tanggung jawab kepada keluarga; 

e) Nikah merupakan setengah dari agama; 

f) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, 

dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. 

Perkawinan memperhubungkan silaturrahmi, persaudaraan dan 

kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan 

masyarakat dan sosial. 

g) Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia 

ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur 

kebutuhan seksual, melalui hubungan suami istri serta menghindari 

godaan yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Pernikahan juga 

berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan 

berdasarkan pada asas saling menolong dan saling menyayangi dan 

sehingga melahirkan kewajiban untuk mengerjakan tugas didalam 

rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan 

menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat 

mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan 

akhirat. 

                                                                 

81 Hilman Hadikusuma, Op. Cit., h. 46 
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Melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab 

membaginya dalam rangka memelihara, mangasuh dan mendidik anak-

anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan 

orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah 

tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-

baiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah (damai sejahtera, saling mengasihi, dan 

menyayangi). 

 
B. Batas Usia Nikah 

1. Batas Usia Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Kematangan seseorang dalam melaksanakan perkawinan menjadi 

sangat penting untuk menjamin keharmonisan dalam membangun rumah 

tangga. Batasan umur bagi pasangan yang ingin menikah sangat 

berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup mereka ketika sudah 

menikah. Jika seorang anak dianggap belum cukup umur untuk melakukan 

pernikahan maka orang tua memiliki kewajiban untuk menunda sampai 

anak mereka sudah menginjak usia dewasa dan dianggap matang dalam 

membangun rumah tangga. Bila kita pahami bahwa dispensasi perkawinan 

memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) dalam melakukan 

pernikahan. 

Pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas 

umur untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki dan wanita, bagi 

laki-laki telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita telah 

berumur 16 (enam belas) tahun. Hal ini dimaksudkan bahwa calon suami 

isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan 

perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan 

mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu Undang-undang 

melarang pernikahan dibawah umur. 
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Penentuan ini juga dipertegas lagi dengan pengaturan dalam 

Kompilasi Hukum Islam, yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang 

menyatakan bahwa: 

a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni 

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri 

sekurang-kurangnya 16 tahun. 

b. Bagi calon mempelai yang belum memcapai umur 21 tahun harus 

mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) 

dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu 

sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan  bahwa untuk  melangsungkan  

perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) 

menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 

16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang 

diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, 

perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam. 

Namun menurut ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hokum masing-masing  agama dan kepercayaannya,  

juga menjadi sebuah legalitas  bagi seseorang yang ingin kawin di usia 

dini. 

Ketentuan batas umur ini didasarkan pada kemaslahatan keluarga 

dan rumah tangga perkawinan82. Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan 

pro dan kontra dalam masyarakat karena dalam Al-Quran dan Al-Hadis 
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yang merupakan sumber dari hukum Islam tidak memberikan keteapan 

yang jelas dan tegas dalam batas minimal perkawinan. Kedua sumber 

hukum hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia 

kedewasaan saja. 

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan 

masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, 

terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang 

wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu 

UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana 

(KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga 

masih mempunyai anak yang banyak. 

2. Batas Usia Nikah Menurut Fiqih Islam. 

Hukum Islam sendiri tidak terdapat penetapan yang tertentu yang 

mengatur secara pasti tentang batas umur seseorang untuk dapat 

melangsungkan perkawinan dikalangan anak-anak yang masih dibawah 

umur. Standarisasi usia untuk melangsungkan pernikahan hanya 

didasarkan pada standar usia baligh saja. 

Menurut Imam Syafi’i apabila sesorang anak telah mencapai usia 15 

tahun ia telah  dinamakan  baligh83. Menurut  Imam  Hanafi  dapat  

dikatakan  baligh  bagi seorang laki-laki apabila talah ihtilam yaitu 

bermimpi nikmat sehingga keluar mani dan bagi seorang wanita jika sudah 

mengeluarkan darah haid. Terkadang umur 12 tahun sudah mengalami 

mimpi basah bagi laki-laki dan umur 9 tahun seorang perempuan sudah 

mengeluarkan darah haid. 

Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Iman Hambali menyatakan 

tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka 

juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima 

belas tahun. Sedangkan Imam Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai 

                                                                 

83 Wahbah Az-zuhaili, Al-Fiqh, Al-Islam wa-Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 
hal.423 
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bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya 

dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Imam Hanafi menetapkan 

batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan 

minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan 

maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun84. 

Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak 

yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan 

berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam 

surat An-Nisa ayat 6: 

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 

(pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka 

hartanya, … 

Adapun yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah 

adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi 

suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, 

jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan 

umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, 

seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai 

kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). 

Batas usia nikah setelah baligh terjadi pada zaman sesudah Nabi, 

sahabat dan tabi’in yang memang benar-benar memenuhi standar 

kemampuan seseorang untuk menikah. Akan tetapi pada zaman sekarang 

jika tanpa dibarengi oleh kesiapan mental dan spiritual (jiwa dan raga) 

sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kesiapan lahir dan 

kesiapan batin seseorang. Oleh karena itu terdapat beberapa alternatif dari 

Undang-undang Perkawinan yang dapat memberikan jalan yang mudah 

bagi masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada. 
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C. Dispensasi Nikah  

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. 

Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya 

tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau 

dilaksanakan85. 

1. Pengertian Dispensasi Nikah 

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian 

kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan prkawinan 

namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat 

perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Bab II khususnya Pasal 7 ayat (1) 

Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) 

maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpanagan terhadap 

Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan 

sebelum mengajukan permohonan izin menikah di pengadilan terlebih 

dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari 

kedua orang tua. 

Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan 

pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon 

mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 

untuk pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai 

umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan 

untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka 

perkawinan tersebut diperbolehkan/ diizinkan86. 

Syarat pemberian dispensasi dalam perkawinan di Bawah Umur 

pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain 

sebagai berikut: 
                                                                 

85 Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka), h. 357 
86 Tri wijayadi, dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur, (skripsi, 

universitas sebelas maret Surakarta, 2008), h. 37 
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a. Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan. 

b. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. 

Adapun Prosedurnya sebagai berikut : 

a. Kedua orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur, yang 

masing-masing sebgai pemohon 1 dan pemohon 2 mengajukan 

permohonan tertulis kepengadilan. 

b. Permohonan diajkan ke pengadilan ditempat tinggal para pemohon. 

c. Permohonan harus memuat : identitas para pihak (ayah sebagai 

pemohon 1dan ibu sebagai pemohon 2), posita (alasan-alasan yang 

mendasari diajukannya permohonan serta identitas mempelai laki-

laki/perempuan), petitum (hal yang dimohon putusannya dari 

pengadilan) Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan di bawah umur 

dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun 

sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi tersebut bertujuan untuk 

kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sahnya 

perkawinan belum terpenuhi87. 

2. Penetapan Dispensasi Nikah 

a. Syarat-sayarat pengajuan Dispensasi Nikah 

Adapun yang menajdi syarat dalam pengajuan Dispensasi Nikah 

di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus sebagai berikut: 

1) Surat penolakan dari KUA yang berisi alasan –alasan mengapa 

ditolak dari KUA. 

2) Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan / kurangnya 

persyaratan, nikah dari KUA. 

3) Satu lembar foto copy KTP Pemohonan calon (suami istri) yang 

dimateraikan Rp.6000. 

4) Foto copy Kartu Keluarga (KK) pemohon di materaikan Rp.6000. 

5) Satu lembar foto copy akta nikah duplikat kutipan akta nikah 

pemohon yang dimateraikan Rp. 6000 dan menunjukan yang asli. 
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6) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang 

dimateraikan Rp.6000. 

7) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimateraikan  

Rp.6000 

8)  Satu lembar foto copy akta nikah orang tua calon dimateraikan 

Rp.6000  

9)  Surat keterangan kehamilan dari dokter /Bidan (bagi yang hamil)  

10) Surat keterangan status dari Kelurahan / Desa. 

11) Membayar biaya Administrasi. 

b. Proses Pengajuan dispensasi  

a. Pengadilan Agama Tanggamus akan menerima setiap permohonan 

yang akan diajukan oleh orang tua anak baik secara lisan maupun 

tertulis. 

b. Pengadilan Agama Tanggamus akan memberikan penjelasan 

mengenaii kebijakan dan prosedur pada saat masyarakat 

mengajukan permohonan. 

c. Pengadilan Agama Tanggamus akan memberikan tanda terima, jika 

pengajuan diajuka secara tertulis maupun lisan, bila pengajuanya 

dengan lisan maka akan dibantu oleh pertugas dalam pengajuan. 

d. Pengadilan Agama Tanggamus hanya akan menindak lanjuti 

pengajuan yang mencantumkan idenititas. 

e. Masyarakat yang mengajukan sedapat mungkin menyantumkan 

identitas dan mengirimkan atau menyertakan berkas yang dapat 

menguatkan adanya tersebut. Namun demikian selama informasi 

dalam pengajuan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengajuan 

tersebut akan tetap di tindak lanjuti walaupun tidak mencantumkan 

identitas.  

f. Setiap data dan identitas yang diberikan akan dirahasiakan  

g. Mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar  

h. Membayar uang panjar biaya perkara  

i. Perkara disidangkan  
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j. Jalanya persidangan. 

k. Penetapan hakim.  

c. Proses dan Penetapan Persidangan Dispensasi. 

a. Orang tua anak yang ingin mengajukan permohonan, terlebih 

dahulu mendaftar ke Meja Satu. Oleh Meja Satu di terima surat 

permohonan , lalu ditaksir biaya perkara kemudian dibuat SKUM. 

b. Setelah Menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 

pemohon datang ke kasir untuk membayar biaya panjar perkara, 

pertugas kasir menerima dan menandatangani SKUM lalu memberi 

nomor pada SKUM dan tanda lunas. 

c. Pertugas di meja Tiga mendaftar permohonan lalu memberi nomor 

perkara sesuai nomor SKUM, setelah itu berkas perkara diserahkan 

pada ketua Pengadilan Agama melalui paniteria/wakilnya.  

d. Berkas perkara yang telah diterima ketua Pengadilan Agama untuk 

dipelajari , kemudian Ketua Pengadilan Agama membuat Majlis 

Hakim.  

e. Paniteria membuat penetapan paniteria pengganti dan menyerahkan 

berkas pada majlis hakim.  

f. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili 

perkara menentukan hari sidang , kemudian memerintahkan pada 

juru sita untuk memanggil pihak pihak yang berperkara, setelah itu 

Majlis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara.     

3. Tujuan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur 

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah 

umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksankan 

perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan 

yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya 

tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi 

perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. 
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Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan 

di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat 

manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di 

bahwah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam 

kehidupan yang akan dijalani calon mempelai88. 

4. Izin Perkawinan 

Izin kawin ialah untuk perkawinan yang calon suami atau calon isteri 

belum berumur 21 tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. 

Adapun Prosedurnya sebagai berikut : 

a. Calon mempelai laki-laki / perempuan yang umurnya belum 21 tahun 

dan tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, mengajukan permohonan 

tertulis ke pengadilan. 

b. Permohonan diajukan kepengadilan ditempat tinggal pemohon. 

c. Permohonan harus memuat : identitas pihak caoln suami dan isteri, 

posita dan petitum. 

5. Pembatalan Perkawinan 

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan. 

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang 

Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 termuat dalam 

Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pelaksanaannya ( PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 

37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi 

Presiden No. 1 Tahun 1991)) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. 

Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: 

perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan 

bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat 

yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka 

perkawinan itu dapat dibatalkan. 

                                                                 

88 Ibid., h. 38 
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Menurut Yahya Harahap arti Pembatalan Perkawinan adalah : 

Tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan 

perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (no legal force or 

declared void). Sesuatu yang dinyatakan no legal force; maka kedaan 

itu dianggap tidak pernah ada (never existed ) oleh karena itu si laki-

laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak 

pernah kawin sebagai suami isteri89. 

Pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Perkawinan dianggap tidak sah (no legal force). 

2. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada (never 

existed). 

3. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan. 

perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami-isteri. 

Pembatalan perkawinan diatur dalam bab IV Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan 

berbagai pasal dan ketentuan yaitu: 

1. Pembatalan Perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah. 

2. Pembatalan Perkawinan terkait dengan masalah larangan 

perkawinan. 

3. Menyangkut masalah perkawinan poligami. 

4. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang 

diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam 

ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197590. 

b. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan. 

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan 

diatur dalam pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: 

                                                                 

89 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, Tanggamus, (CV. Zahir Tranding Co. 
1978), h.71 

90 Yahya harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7/ 1989, 
edisi ke dua, (Sinar Grafika, Jakarta, 2001), h. 142 
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1. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau 

isteri; 

2. Suami atau isteri 

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan 

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang 

ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara 

langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah 

perkawinan itu putus. 

Yahya Harahap berpendapat mengenai pejabat yang berwenang 

untuk mengajukan pembatalan selama perkawinan belum diputuskan, 

diartikan bahwa jika telah ada putusan tentang permohonan pembatalan 

dari orang-orang yang disebut pada sub a yaitu para keluarga dalam 

garis lurus keatas dari suami atau isteri dan sub b yaitu dari suami atau 

isteri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka 

pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh mengajukan pembatalan 

perkawinan. Pembatalan juga dapat dimintakan oleh Jaksa sesuai Pasal 

26 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam hal perkawinan 

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali 

tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi91. 

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan 

menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73, yaitu: yang 

dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari 

suami atau isteri; 

2. Suami atau isteri; 

3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 

menurut Undang-Undang; 

4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat 

dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan 

                                                                 

91 Ibid., h. 73 
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Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 

67. 

c. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan. 

Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam beberapa pasal, 

Perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat 

yang sudah ditentukan (pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974), Alasan 

pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 

27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 24 Undang-Undang No 1. 

Tahun 1974 :“ Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya 

dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 

perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, 

dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 

Undang-Undang ini. “ 

1. Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : 

a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat 

perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau 

yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat 

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis 

keturunan lurus keatas dari suami atau isteri. 

b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan 

dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup 

bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte 

perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak 

berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. 

2. Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : 

a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan 

dibawah ancaman yang melanggar hukum. 

b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 

perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 
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c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 

menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 

setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak 

menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan 

pembatalan, maka haknya gugur. 

Menurt  Yahya Harahap pengertian ancaman yang melanggar 

hukum adalah pada hakekatnya untuk menghilangkan kehendak 

bebas (vrijwillig) dari salah seorang calon mempelai. Pengertian 

lebih luasnya adalah merupakan ancaman kekerasan yang bersifat 

tindak pidana yang dapat menghilangkan hakekat bebas seorang 

calon mempelai. Kemudian salah sangka yang dimaksud dalam hal 

ini adalah salah sangka (dwaling) mengenai diri suami atau isteri, 

jadi orangnya atau personnya, sehingga salah sangka itu tidak 

mengenai keadaan orangnya yang menyangkut status social 

ekonominya92. 

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi 

Hukum Islam, yaitu pasal 70 sampai dengan pasal 76, tentang alasan 

pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 70, pasal 71 dan 

pasal 72. 

3. Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan 

batal apabila : 

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan 

akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun 

salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj’i. 

b. Seseorang menikahi isterinya yang telah di li’annya. 

c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali 

talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah 

menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da al-dukhul 

dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. 

                                                                 

92 Ibid., h. 76 
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d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai 

hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu 

yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974, yaitu: 

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan 

keatas; 

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 

antara seorang dengan saudara neneknya; 

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 

ibu atau ayah tiri; 

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak 

sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. 

4. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Suatu perkawinan dapat 

dibatalkan apabila: 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan 

Agama; 

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadi isteri pria lain yang mafqud; 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami 

lain; 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974. Kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat 

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak 

wanita. 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak. 

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

5. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam: 
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a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di 

bawah ancaman yang melanggar hukum. 

b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 

suami atau isteri. 

c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 

menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 

setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak 

menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan 

pembatalan, maka haknya gugur. 

d. Akibat Pembatalan Perkawinan 

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan 

bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan 

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 

sejak berlangsungnya perkawinan. Adanya keputusam pengadilan 

tersebut berarti perkawinan dianggap tidak sah dan dengan 

sendirinya dianggap tidak pernah kawin. Namun dalam Pasal 28 

ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa 

keputusan tidak berlaku surut terhadap : 

1) Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini 

dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan 

dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum yang 

jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. 

2) Suami atau isteri yang beritikad baik kecuali tehadap harta 

bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan adanya 

perkawinan lain yang lebih dulu. 

3) Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak 

dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Segala perikatan 
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hukum di bidang keperdataan yang dibuat oleh suami-isteri 

sebelum pembatalan perkawinan adalah perikatan yang sah 

dan dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul 

bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan 

perkawinannya secara tanggung menanggung, baik terhadap 

harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-

masing. 

5. Pencegahan Perkawinan 

Berdasarkan Pasal 13 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 suatu 

perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tujuannya 

Untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan 

peraturan perundang-undangan. 

a. Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya 

pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 UU Perkawinan No. 

I Tahun 1974, yaitu: 

1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur 

untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai 

tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 

(1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. 

Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai umur calon 

mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang. 

2) Melanggar pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya 

saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain 

mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke 

bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan 

ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan 

perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dapat ditangguhkan 

pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk 

selama-lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh 

kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain. 



66 

 

 

3) Pelanggaran terhadap pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih 

terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali 

apabila memenuhi pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat 

untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami. 

4) Pelanggaran terhadap pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri 

yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan 

perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya 

(hokum) mengatur lain. 

5) Pelanggaran terhadap pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk 

melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah 

ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan 

pengumuman (lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975)93. 

b. Pihak yang dapat melakukan pencegahan : 

a. Keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah. 

b. Saudara. 

c. Wali nikah. 

d. Wali pengampu. 

e. Suami atau isteri (lain) yang masih terikat perkawinan dengan calon 

suami atau isteri tersebut. 

f. Pejabat pengawas perkawinan. 

g. Prosedur pencegahan. : 

1) Pemberitahuan kepada PPN setempat. 

2) Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan Agama 

setempat. 

3) PPN memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai94. 

3. Akibat hukum 

Penangguhan pelaksanaan perkawinan dan perkawinan tidak 

dapat dilangsungkan, selama belum ada pencabutan pencegahan 

                                                                 

93https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/31/hukum-perdata-pencegahan-dan-pembatalan-
perkawinan/, diakses tanggal 30 oktober 2016, pkl 15.30 WIB. 

94 http://elisa1.ugm.ac.id/chapter_view.php?HKU.304_Hartini&692, diakses tanggal 30 
oktober 2016, pkl 15.30 WIB. 
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perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan 

dilangsungkan. Cara pencabutan dengan menarik kembali permohonan 

pencegahan perkawinan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah 

dan dengan putusan Pengadilan Agama. Catatan : berdasarkan pasal 20 

UU Perkawinan No. I Tahun 1974 pegawai pencatat perkawinan tidak 

boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan 

apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini.  

Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban 

untuk menolak melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar 

adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini (Pasal 21 ayat (1)95. 

6. Penolakan Perkawinan 

Penolakan dilakukan oleh PPN, apabila PPN berpendapat bahwa 

terhadap perkawinan tersebut terdapat larangan menurut UUP, penolakan 

dilakukan dengan cara : 

a. Atas permintaan calon mempelai, PPN mengeluarkan surat keterangan 

tertulis tentang penolakan tersebut disertai dengan alasannya. 

b. Calon mempelai tersebut berhak mengajukan permohonan ke 

Pengadilan Agama (wilayah PPN tersebut) dengan menyerahkan surat 

keterangan penolakan tersebut untuk memberikan. 

c. Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat 

dan akan memberikan ketetapan berupa : menguatkan penolakan 

tersebut atau memerintahkan perkawinan tersebut dilangsungkan96 

 

  

 

                                                                 

95https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/31/hukum-perdata-pencegahan-dan-pembatalan-
perkawinan/, diakses tanggal 30 oktober 2016, pkl 15.30 WIB. 

96http://elisa1.ugm.ac.id/chapter_view.php?HKU.304_Hartini&692, diakses tanggal 30 
oktober 2016, pkl 15.30 WIB. 


